BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 2\ TAHUN 2»[¥

TENTANG

PEMBATALAN/PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Ijin Gangguan
merupakan salah satu faktor yang menghambat iklim
Investasi di Daerah, perlu membatalkan/mencabut
Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat
Edaran Gubernur Maluku Nomor 188.32-61 Tahun 2017
tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri



Mengingat

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017, perlu
membatalkan/mencabut Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi
[jin Gangguan;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 150

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, maka DPRD bersama dengan Bupati mencabut
Peraturan Daerah yang dibatalkan keseluruhan materi
muatannya oleh Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari

sejak diterimanya pembatalan;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang

Pembatalan/Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi

Ijin Gangguan;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4350)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor

11 Tahun 2017 tentang Retribusi Ijin Gangguan,;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Menetapkan

dan
BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBATALAN/PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.



Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun
2017 Nomor 11).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal Y SepEmmPER PO}

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 2S $efraNEN QO 1}

SEK IS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

/ L~~~

MO AD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 201T NOMOR 94



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI
MALUKU : NOMOR 9\ /22-/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN

. SOLISSA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 9|\ TAHUN 257

TENTANG

PEMBATALAN/PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG RETRIBUSI IUIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah,
Retribusi [jin Gangguan menghambat iklim investasi di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi [jin
Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR Y



